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	원문
	번역문

	
Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 136
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai
sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138
(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi
ajakan tersebut.

Pasal 139
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau
perusahaan yang jenis kegiatan -nya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

Pasal 140
(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh
sebagai penanggung jawab mogok kerja.
(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh,
maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang
ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Pasal 141
(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.
(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.
(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar
perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja
dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

Pasal 142
(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah
mogok kerja tidak sah.
(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 143
(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.
(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 144
(1) Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja /serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah.

Paragraf 3 Penutupan Perusahaan (lock-out)

Pasal 146
(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau
seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan sehubungan
adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 147
Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum
dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air
bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api.

Pasal 148
(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurang-nya memuat:
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out); dan
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 149
(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang
menerima secara langsung surat pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.
(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan sebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar
perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan
atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan apabila:
a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;
b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	
제8부 노동쟁의해결기구



제1절 노동쟁의


제136조
(1) 노동쟁의는 사용자와 근로자 또는 노동조합이 합의를 위한 협상을 통하여 해결할 의무가 있다.
 

(2) 제1항의 합의를 위한 협상을 통하여 해결함에 있어 합의에 도달하지 못한 경우 사용자와 근로자 또는 노동조합은 법에서 정하는 노동쟁의 해결 절차를 통하여 해결한다.







제2절 파업

제137조
근로자와 노동조합의 기본권인 파업은 협상 결렬에 따른 결과로 합법적, 질서적, 평화적으로 진행된다. 



제138조
(1) 파업이 진행되고 있는 도중에 다른 근로자를 파업에 참여시키고자 하는 근로자 그리고/또는 노동조합은 합법적으로 권유하여야 한다.


(2) 제1항의 참여를 권유받은 근로자는 해당 권유에 응하거나 불응할 수 있다.



제139조
공익을 위하여 일하는 근로자 그리고/또는 생명의 안전에 지장을 초래할 수 있는 회사에서 실시하는 파업은 규정에 따라 진행하여 공공의 이익과 타인의 안전을 위협하지 않도록 한다.  





제140조
(1) 근로자와 노동조합이 파업을 실시하고자 하는 경우에는 근로일 기준 최소 7일 이내에 서면으로 이를 사용자와 관할 노동청에 통보할 의무가 있다.





(2) 제1항의 통보에는 최소한 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

a. 파업 시작 및 종료 시각(요일, 날짜, 그리고 시간) 

b. 파업 장소
c. 파업 실시 사유 및 원인


d. 위원장과 사무장 그리고/또는 파업의 책임자인 각각의 근로자/노동조합의 위원장과 사무장의 서명


(3) 노동조합원이 아닌 근로자가 실시하는 파업의 경우 제2항의 통보는 파업의 조정자 그리고/또는 파업의 책임자인 근로자 대표가 서명한다.






(4) 제1항과 달리 실시되는 파업의 경우 회사의 생산시설과 자산을 보호하기 위하여 사용자는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 임시처분을 실시할 수 있다.


a. 생산 현장에서의 근로자의 파업 금지


b. 필요한 경우 회사 내에서의 근로자의 파업 금지


제141조
(1) 제140조의 파업의 통보를 접수받은 정부 기관과 사측은 접수증을 발급할 의무가 있다.



(2) 파업 실시 전과 파업이 진행되는 동안 노동청은 파업의 원인이 된 문제점을 찾고 분쟁 당사자들과 협상하여 문제를 해결할 의무가 있다.
 




(3) 제2항의 협상에서 합의에 도달하는 경우 당사자와 참관인인 노동청 공무원이 서명한 공동합의서를 작성하여야 한다.






(4) 제2항의 협상에서 합의에 도달하지 못한 경우 노동청 공무원은 즉시 파업의 원인이 되는 문제를 권한 있는 노동쟁의해결기구에 이관한다.








(5) 제4항의 합의에 도달하지 못한 협상의 경우 사용자와 노동조합 또는 파업 책임자 간의 협상을 기초로 파업을 지속하거나 일시 중지 또는 종료시킬 수 있다.






제142조
(1) 제139조와 제140조의 규정을 충족하지 아니하고 실시하는 파업은 불법적인 파업이다.

(2) 제1항의 불법적인 파업의 법적 조치는 장관결정으로 정한다.



제143조
(1) 누구든지 합법적, 질서적, 평화적으로 실시하는 파업권을 사용하는 근로자와 노동조합을 방해할 수 없다.



(2) 누구든지 시행 법령에 따라 합법적, 질서적, 평화적으로 실시하는 근로자와 노동조합의 간부를 체포하거나 구금하여서는 아니 된다.






제144조
(1) 제140조의 규정에 따라 실시하는 파업에 있어 사용자는 다음 각 호의 사항을 하여서는 아니 된다.

a. 파업하는 근로자를 회사 외부의 근로자로 대체하는 것, 또는

b. 파업 중 또는 이후 근로자와 노동조합의 간부에게 어떠한 형태의 징계나 보복 조치를 가하는 것




제145조
사용자의 위반이 명백하여 근로자가 법적인 권리를 요구하기 위하여 실시하는 파업의 경우 근로자는 임금을 받을 권리가 있다.
 


제3절 직장폐쇄


제146조
(1) 직장폐쇄는 협상 결렬의 결과로 근로자의 전체 또는 일부의 근로를 저지하기 위한 사용자의 기본권이다.



(2) 사용자가 근로자와 노동조합의 요구와 관련하여 보복 조치로 직장폐쇄를 하는 것은 허용되지 아니한다.



(3) 직장폐쇄는 현행 법규에 따라 실시되어야 한다.



제147조
병원, 상수도 서비스, 정보통신운영국, 전기공급국, 석유 및 천연가스 처리, 기차와 관련된 공익 그리고/또는 업무의 종류가 생명의 안전에 지장을 초래하는 서비스를 제공하는 회사의 직장폐쇄는 금지된다.







제148조
(1) 사용자가 직장폐쇄를 실시하고자 하는 경우에는 근로일 기준 최소 7일 이내에 서면으로 이를 근로자 또는 노동조합과 관할 노동청에 통보할 의무가 있다.





(2) 제1항의 통보에는 최소한 다음 각 호의 사항이 포함된다.


a. 직장폐쇄 시작 및 종료 시각(요일, 날짜 및 시간)


b. 직장폐쇄의 사유 및 원인


(3) 제1항의 통보는 사용자 그리고/또는 해당 회사의 대표가 서명한다.



제149조
(1) 제148조의 직장폐쇄의 통보를 받은 근로자 또는 노동조합과 노동청은 접수 요일, 날짜 그리고 시간을 기재한 접수증을 발급하여야 한다.








(2) 직장폐쇄 이전과 폐쇄 동안 노동청은 당사자 측과 만나 협상을 통해 직장폐쇄의 원인이 되는 문제를 직접적으로 해결할 권한이 있다. 







(3) 제2항의 협상에서 합의에 도달하는 경우 당사자와 참관인인 노동청 공무원이 서명한 공동합의서를 작성하여야 한다.





(4) 제2항의 협상에서 합의에 도달하지 못한 경우 노동청 공무원은 즉시 직장폐쇄의 문제를 노동쟁의해결기구에 이관한다.








(5) 제4항의 협상이 결렬된 경우 사용자와 노동조합 간의 협상을 기초로 직장폐쇄를 지속하거나 일시 정지 또는 종료할 수 있다.






(6) 제148조제1항과 제2항의 통보는 다음 각 호의 경우에는 요구되지 아니한다.

a. 근로자 또는 노동조합이 제140조의 파업 절차를 위반한 경우


b. 근로자 또는 노동조합이 고용계약서, 사규, 단체협약 또는 현행 법령 규정상의 규범을 위반한 경우
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